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BUPATI KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

a.

KUNINGAN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

bahwa kesejahteraan masyarakat sejatinya merupakan tujuan
akhir pembangunan, agar tujuan tersebut tercapai dengan
baik harus termuat dalam perencanaan pembangunan yang
terukur di Kabupaten Kuningan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilakukan
apabila ada perubahan yang mendasar;

bahwa perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada
huruf b, meliputi perubahan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja, perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta
kejadian khusus pandemi Covid-19 yang mengakibatkan
perubahan target antara dan akhir Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2018-2023.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



10.

11

12,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4483);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
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13.

14.

185.

Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5235);

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

1.

138.

e,

20,

2%

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau  Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
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22.

23.

24.

28.

26.

2.

8.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau  Stabilitas Sistem
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau  Stabilitas Sistem
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6542);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);



29.

30.

31.

82,

a8,

34.

35.

36.

37.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018
tentang Review Atas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



38.

39.

40.

41.

42,

43.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 236);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor S Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor
91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor S Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 118);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kuningan Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2011 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor S Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor §)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10};

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 7).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KUNINGAN TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Nomor 7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
Sistematika RPJMD, meliputi:

a. Bab I: Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan
tujuan serta sistematika penulisan.

b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar
analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi
aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya
saing daerah.

c. Bab IIf :Gambaran Keuangan Daerah

Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis
terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam Kinerja
Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan
Masa Lalu, serta Kerangka Pendanaan.

d. Bab IV :Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
Memuat analisis Permasalahan Pembangunan dan
menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang

akan menentukan kinerja pembangunan daerah tahun
2018-2023.



Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Menguraikan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati Kuningan terpilih, serta tujuan dan sasaran
pembangunan yang telah disepakati.

Bab VI: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
Daerah.

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai
tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap
strategi terpilih.Program pembangunan daerah yang
dirumuskan dari masing-masing strategi  untuk
mendapatkan program prioritas yang menggambarkan
keterpaduan  program = prioritas terhadap  sasaran
pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Bab VII: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Pembangunan Daerah

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan
misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam
renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu
indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab
berdasarkan bidang urusan.

h. Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

i.

Menyajikan penetapan indikator kinerja daerah yang
bertujuan wuntuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama
(IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX : Penutup
Menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah

pelaksanaan yang Dberisi prinsip-prinsip pelaksanaan
RPJMD 2018-2023.



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal \8“‘9-“30&!

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal '18~022 -202

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATIZN KUNINGAN,

Y

DIAN RACHMAT YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 3% G
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT (3/23/ 2,

BAGIAN HUKUM
PEJABAT | PARAF | TGL. KET.

KASUBBAG
| KABAG
ASISTEN |
SEKDA +y
WABUP




L.

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KUNINGAN TAHUN 2018-2023

UMUM

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 yang
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati
yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 serta dengan
memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan
Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di Kabupaten
Kuningan. Selain visi dan misi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan
dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka
pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah selanjutnya digunakan sebagai pedoman
penetapan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai Instrumen Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu berdasarkan
ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur
tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
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Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, maka
diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2018-2023 belum didasarkan pada Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun
2019. Sehingga ada beberapa nomenklatur perangkat daerah yang berubah
belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah.

2. Hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

3. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah mengubah struktur
pembiayaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan belanja
daerah, perubahannya diakomodir di dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah yaitu:

a. Pada Bab Il Gambaran Keuangan Daerah.

b. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan Pemerintah
Kabupaten Kuningan harus menyesuaikan nomenklatur Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan dimulai pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2021-2023.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kuningan Nomor 10 Tahun 2019, yang mengamanatkan perubahan
struktur organisasi perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten
Kuningan yang menyebabkan berubahnya jumlah perangkat daerah
serta terjadinya perubahan program-program pembangunan beserta
indikatornya dikarenakan adanya perubahan tugas pokok dan fungsi
sesuai kewenangan yang baru.

d. Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2020-2024,
maka perlu adanya penyelarasan arah pembangunan Kabupaten
Kuningan dengan arah pembangunan nasional; dan

e. Terjadinya bencana nasional pandemi covid-19 yang telah berdampak
pada target kinerja tahun 2020 tidak mungkin tercapai, hal ini
mengakibatkan daerah harus merealokasi anggaran pembangunan
dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
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Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 perlu
ditinjau kembali dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun
Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023,
dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan
Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Tahun 2021-2023.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup Jelas

Pasal 1II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 3
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